
SALIN AN 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVlNSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 15 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBAS!S ELEKTRONIK 
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola 
pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada 
masyarakat sebagai salah satu upaya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel; 

b. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan dalam 
peraturan persiden nomor 95 tahun 2018 terrtang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah 
Berbasis Elektronik. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Republik Nomor 55 Tahun 1965), 
U ndang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1956), dan Undang­ 
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 {Lembaran Negara 
Tahun 1956 Nomor 5) tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik [Lembaran Negara Republik 
1ndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843} Sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Eletronik dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5952}; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 



Menetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400); 

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem 
Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551); 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1026); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 994). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM 
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. 



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bengkulu Utara. 
3. Kementerian Komunikasi dan lnformatika selanjutnya disingkat 

Kementerian Kominfo adalah mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk 
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

4. Badan Siber dan Sandi Negara selanjutnya disingkat BSSN adalah 
lembaga yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan 
pengamanan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan infrastruktur 
telekomunikasi. 

5. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara. 
7. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Dinas adalah 

Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara. 

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat 
SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 
pengguna SPBE. 

9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik 
yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 
menganalisi, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/ atau 
menyebarkan informasi elektronik. 

10. Transaksi Eletronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik 
lainnya. 

11. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan 
transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengirim dan penerima dengan 
menggunakan sistem elektronik. 

12. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK 
adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, 
pengelolaan dan pemindahan informasi antar media. 

13. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya 
disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan 
terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam 
penerapan SPBE secara terpadu. 

14. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya 
disebut Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai 
pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta 
layanan SPBE yang berkualitas. 

15. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 
selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan 
SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah 
Daerah untukjangka waktu 5 (lima) tahun. 

16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan sating 
terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing organisasi 
perangkat daerah. 



17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, malma, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non 
elektronik. 

18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan 
fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, 
aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat 
intergrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. 

19. Tim koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk 
melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan 
arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE. 

20. Government Chief Information Officer Pemerintah Daerah Bengkulu Utara 
yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Bengkulu Utara bertugas bertanggungjawab atas 
perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi 
SPBE. 

21. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam 
jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur. 

22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam 
pelaksanaan SPBE. 

23. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi 
proses bisnis, data dan informasi, infrastrutur SPBE, Aplikasi SPBE, dan 
keamanan SPBE yang terintegrasi. 

24. Peta rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan 
langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE terintegrasi. 

25. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau 
beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat. 

26. Audit teknologi informasi dan komunikasi adalah proses yang sistematis 
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset 
teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan 
tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan 
kriteria dan/ atau standar yang ditetapkan. 

27. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 
dan/ a tau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 

28. Verifikasi adalah proses pembangunan kebenaran, akurasi, atau validasi 
atau validitas sesuatu. 

29. Reviu adalah Penelaahan ulang bukti-bukti untuk memastikan bahwa 
kegiatan tersebut telah dilaksakan sesuai dengan ketentuan, standar, 
rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kemudian di 
singkat menjadi RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan 
untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari 
visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP 
Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. 

31. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi 
secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan 
kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang 
diperlukan. 

32. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan 
prosedur yan dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan 
SPBE. 

33. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan 
secara berbagi pakai oleh Pemerintah Daerah. 



34. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, 
digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi 
kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah lain. 

35. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat 
komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling 
terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses 
secara bersama. 

36. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan 
konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan 
infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ a tau 
pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan 
infrastruktur Informatika. 

37. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang 
berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu 
sis tern besar. 

38. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek 
kerahasiaan, ketersediaan dari informasi. 

39. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan 
sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem 
telekomunikasi dan penyimpanan data. 

40. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur perangkat keras pemrosesan 
informasi ( server, workstation, dan peripherals, jaringan komunikasi dan 
software infrastruktur ( sistem operasi, tool sistem). 

41. User Interface adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan 
penggunanya untuk berinteraksi. 

42. Source Code yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program 
adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

( 1) Maksud Tata Kelola SPBE adalah untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi 
TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

(2) Tujuan pengaturan Tata Kelola SPBE yaitu: 
a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE; 
b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan OPD; dan 
c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE. 

Bagian Ketiga 

Kedudukan 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman OPD dalam pelaksanaan pengelolaan 
SPBE dan tata naskah dinas elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 
Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: 
a. tata kelola SPBE; 
b. manajemen SPBE; 
c. audit TIK; 
d. penyelenggara SPBE; 
e. percepatan SPBE; dan 
f. pemantauan dan evaluasi SPBE. 



BAB II 

TATAKELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

Bagian Kesatu 

Pasal 5 

(1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 huruf (a) 
bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. 

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. rencana induk SPBE; 
b. arsitektur SPBE; 
b. peta rencana SPBE; 
c. rencana dan anggaran SPBE; 
d. proses bisnis; 
e. data dan informasi; 
f. infrastruktur SPBE; 
g. aplikasi SPBE; 
h. keamanan SPBE; dan 
1. layanan SPBE. 

Bagian Kedua 

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal 6 

( 1) Bupati menetapkan Rencana Induk SPBE Kabupaten untuk jangka waktu 5 
(lima) tahun. 

(2) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat: 
a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE; 
b. arah kebijakan SPBE; 
c. strategi SPBE; dan 
d. peta rencana strategi SPBE; 

(3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada 
Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, RPJMD, dan grand design reformasi birokrasi. 

(4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan 
dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh OPD. 

(5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 
Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) 
di koordinasikan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perencanaan pembangunan daerah. 

Pasal 8 

(1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dapat 
direviu sewaktu-waktu dengan pertimbangan: 
a. perkembangan teknologi; 
b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE; 
c. perubahan peta rencana induk SPBE Nasional; 
d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. perubahan RPJMD; dan 
f. perubahan kebijakan. 

(2) Perubahan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan OPD 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 



(3) GCIO dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk 
SPBE. 

Bagi.an Ketiga 

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal 9 

( 1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b 
disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD. 

{2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 {lima) 
tahun. 

(3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati. 
(4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur 

SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 
Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Aparatur 
Negara. 

(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan 
tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 

(6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat ( 5) dilaksanakan berdasarkan: 
a. perubahan arsitektur SPBE Nasional; 
b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; 
c. perubahan pada unsur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau 
d. perubahan RPJMD. 

(7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) 
dilakukan oleh Bupati. 

Bagi.an Keempat 

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal 10 

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c 
disusun dengan disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE 
Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD, dan rencana strategis OPD. 

(2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 {lima) tahun. 
(3) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati. 
(4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE 

Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur 
negara. 

(5) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir 
pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 

(6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 
berdasarkan: 
a. perubahan peta rencana SPBE Nasional; 
b. perubahan rencana strategis; 
c. perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau 
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah. 

(7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dilakukan oleh Bupati. 

Bagi.an Kelima 

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Pasal 11 

( 1) Manajemen belanja SPBE Pemerintah Daerah berpedoman kepada Rencana 
lnduk SPBE. 



(2) Anggaran Belanja SPBE harus disusun berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta 
Rencana SPBE. 

(3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui 
mekanisme penganggaran tahunan. 

Pasal 12 

(1) Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi, serta 
peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. 

(2) Ketentuan terkait dengan belanja SPBE diatur dalam standar biaya umum 
dan standar biaya khusus. 

Pasal 13 

Penganggaran belanja SPBE pada OPD dikoordinasikan oleh OPD yang 
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah. 

Pasal 14 

(1) OPD mengusulkan penganggaran belanja kepada OPD yang melaksanakan 
fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah. 

(2) OPD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan 
daerah melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap usulan penganggaran 
belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak 
adanya duplikasi anggaran dengan OPD lainnya. 

Pasal 15 

Belanja internet, intranet, dan pembangunan/ pengembangan piranti lunak yang 
sifatnya umum dan/ atau lintas OPD dilakukan oleh Dinas. 

Bagian Keenam 
Proses Bisnis 

Pasal 16 

(1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam 
penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan 
SPBE, dan Layanan SPBE. 

(2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimkasud pada ayat (1) berdasarkan 
pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. 

Bagian Ketujuh 
Data dan Informasi 

Pasal 17 

(1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki 
oleh OPD, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. 

(2) OPD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalam SPBE Daerah. 

(3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar 
Instansi Pusat dan/atau Daerah berdasarkan tujuan dan cakupan, 
penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar inieropabilitas 
data dan informasi. 

(4) Penggunan data dan informasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. 



Bagian Kedelapan 
Infrastruktur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

Pasal 18 

(1) Infrastruktur SPBE digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan 
kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE 
bagi internal Pemerintah Daerah. 

(2) Infrastruktur SPBE terdiri dari: 
a. jaringan Intra Instansi dan Pemerintah Daerah; dan 
b. sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(3) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh 
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul 
jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah. 

(4) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan 
dalam pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan atau 
Pemerintah Daerah. 

( 5) Sistem penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung 
Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 
untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah. 

(6) Penggunaan Sistem Pehubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk 
memudahkan dalam melakukan intergrasi antar Layanan SPBE. 

(7) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah. 

(8) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah 
mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastrukur SPBE Pemerintah Daerah diatur 
dalam Peraturan Bupati tersendiri. 

Bagi.an Kesembilan 
Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

Pasal 19 

(1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE. 
(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 

a. Aplikasi Umum; dan 
b. Aplikasi Khusus. 

(3) Dinas atau OPD lainnya tidak membangun aplikasi umum. 
(4) Dalam hal Dinas atau OPD lainnya dapat menggunakan aplikasi sejerus 

dengan aplikasi umum. 
(5) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Dinas atau OPD harus : 
a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan; 
b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan 

pengembangan aplikasi sejenis; 
c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan 

Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan 
d. mendapatkan pertimbangan dari Kementrian Kominfo. 

(6) OPD dapat mengajukan pembangunan aplikasi khusus. 
(7) Pengembangan aplikasi khusus harus mengikuti standar teknis dan 

pengembangan yang ditentukan oleh Kementerian Kominfo. 
(8) Dalam hal pembangunan piranti lunak, diutamakan harus menggunakan 

aplikasi kode sumber terbuka, jika tidak maka pembangunan aplikasi harus 
ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo. 



Bagian Sepuluh 
Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

Pasal 20 
(1) Keamanan SPBE mencakup : 

a. penjamin kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi 
keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya; 

b. keutuhan yang dilakukan melalui pendeteksian modifikasi; 
c. ketersediaan yang dilakukan melalui penyedian cadangan dan pemulihan; 
d. keaslian yang dilakukan melalui penyediaan mekasnisme verifikasi dan 

validasi; dan 
e. kenirsangkalan (nonrepudiation) yang dilakukan melalui penerapan 

tandangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunan 
sertifikat digital. 

(2) Dalam Penerapan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan 
Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat 
melakukan konsultasi dan/ atau koordinasi dengan kepala lembaga yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. 

(3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur 
Keamanan SPBE. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan 
SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas 
pemerintah di bidang keamanan siber. 

Bagian Kesebelas 
Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 20 

( 1) Layanan SPBE terdiri atas : 
a. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektornik ; dan 
b. Layanan pu blik berbasis elektronik. 

(2) Layanan administrasi pemerintah berbasis eletronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata 
laksana intenal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan 
akuntabilitas penyelenggaraan di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(3) Layanan Publik berbasis eletronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik 
di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada 
Instansi Pusat dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 

(5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada 
Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 

Paragraf 2 
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal 21 

( 1) Layanan administrasi pemerintah berbasis elektornik sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 20 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan dibidang 
perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, 
kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, 
akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal 
birokrasi pemerintahan. 



(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan 
pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19. 

Paragraf 3 
Layanan Publik Berbasis Elektronik 

Pasal 22 

(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, 
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, 
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, 
perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. 

(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi 
Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan 
penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
huruf a. 

(4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, 
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan 

\,,_,I pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

Paragraf 4 
Integrasi Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

Pasal 23 
( 1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan 

beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE. 
(2) Instansi Pusat menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada 

Arsitektur SPBE Instansi Pusat. 
(3) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada 

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. 
(4) Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang aparatur negara. 

BAB III 
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 24 

(1) Manajemen SPBE meliputi: 
a. manajemen risiko; 
b. manajemen keamanan informasi; 
c. manajemen data; 
d. manajemen aset TIK; 
e. manajernen surnber daya rnanusia; 
f. manajemen pengetahuan; 
g. manajernen perubahan; dan 
h. manajemen Layanan SPBE. 

(2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berpedoman pada Standar Nasional Indonesia(SNI). 



(4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada 
standar intemasional. 

Bagian Kedua 
Manajemen Risiko 

Pasal 25 

( 1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1) huruf a 
bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan 
dampak risiko dalam SPBE. 

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, 
pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. 

(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan lnstansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur 
negara. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE diatur 
dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang aparatur negara. 

Bagian Ketiga 
Manajemen keamanan informasi 

Pasal 26 

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(1) huruf b untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan 
dampak risiko keamanan informasi. 

(2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang 
meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, 
perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan 
berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. 

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi 
dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi 
SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas 
Pemerintahan di bidang keamanan siber. 

Bagian Keempat 
Manajemen Data 

Pasal 27 

(1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c 
bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, 
terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. 

(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur 
data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. 

(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen data SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 
pembangunan nasional. 



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur 
dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perencanaan pembangunan nasional. 

Bagian Kelima 
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pasal 28 

( 1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d untuk menjamin ketersediaan dan 
optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam 
SPBE. 

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui 
serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan 
perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. 

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen 
aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE. 

( 4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, 
Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kornunikasi dan 
informatika. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi 
informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Kementerian Kominfo. 

Bagian Keenam 
Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pasal 29 

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat ( 1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan 
mutu layanan dalam SPBE. 

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses 
perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya 
manusia dalam SPBE. 

(3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi 
sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen 
SPBE. 

(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE. 

{5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan Instansi 
Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi 
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
aparatur negara. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia 
SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang aparatur negara. 

Bagian Ketujuh 
Manajemen Pengetahuan 

Pasal 30 

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana Pasal 25 ayat (1) huruf huruf f 
bertuuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses 
pengambilan keputusan dalam SPBE. 

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, 
pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi 
yang dihasilkan dalam SPBE. 



(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Daerah 
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala Lembaga 
Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di 
bidang pengkajian dan penerapan teknologi. 

Bagian Kedelapan 
Manajemen Perubahan 

Pasal 31 

(1) Manajemen perubahan sebagaimana Pasal 25 ayat (1) huruf g untuk 
menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE 
melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. 

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, 
analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap 
perubahan SPBE. 

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas berkoordinasi dan dapat 
melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan di bidang aparatur negara. 

Bagian Kesembilan 
Manajemen Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

Pasal 32 

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana Pasal 25 ayat (1) huruf h bertujuan 
untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE 
kepada Pengguna SPBE. 

(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan 
Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi 
SPBE. 

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan 
kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan 
perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. 

(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE 
dan Aplikasi SPBE. 

(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan 
kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada 
metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE. 

(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE. 

(7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi 
dan informatika. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Layanan SPBE diatur 
dengan Peraturan Menteri Kominfo. 



BAB IV 

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 33 

( 1) Audit TIK terdiri atas: 
a. audit Infrastruktur SPBE; 
b. audit Aplikasi SPBE; dan 
c. audit Keamanan SPBE. 

(2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada: 
a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK; 
b. fungsionalitas TIK; 
c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan 
d. aspek TIK lainnya. 

(3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau 
lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit 
TIK. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan um.um penyelenggaraan Audit TIK 
diatur dengan Peraturan Kementerian Kominfo. 

Bagian Kedua 

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Pasal 34 

( 1) Audit Infrastruktur SPBE terdiri atas: 
a. audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat: dan 
b. Pemerintah Daerah. 

(2) Audit Infrastruktur SPBE Nasional dan Audit Infrastruktur SPBE Instansi 
Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit 
Infrastruktur SPBE. 

(3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pu sat dan 
Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 
informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur 
SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit 
Infrastruktur SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non 
kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
pengkajian dan penerapan teknologi. 

Bagian Ketiga 
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

Pasal 35 

(1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas: audit Aplikasi Khusus. 
(2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE. 



(3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah. 

(4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan 
Kementerian Kominfo terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit 
Aplikasi Khusus. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit 
Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian 
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan 
penerapan teknologi.. 

Bagi.an Keempat 
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal 36 

( 1) Audit keamanan SPBE terdiri atas: 
a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; 

dan 
b. audit keamanan Aplikasi Khusus. 

(2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE. 

(3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan audit keamanan Aplikasi Khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) 
ka1i dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi 
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 
dan audit keamanan Aplikasi Khusus. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit 
Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan 
tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. 

BABV 

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 
Pasal 37 

( 1) Bupati menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah. 
(2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di 
Pemerintah Daerah. 

(3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah. 

BAB VI 

PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 
Bagi.an Kesatu 

Um um 
Pasal 38 

(1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
publik, dilakukan percepatan SPBE di Pemerintah Daerah. 



(2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan de�gan 
membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan 
Layanan SPBE. 

Bagian Kedua 

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum 

Paragraf 1 

Um um 
Pasal 39 

(1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk 
memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di 
bidang: 
a. perencanaan; 
b. penganggaran; 
c. pengadaan barang dan jasa pemerintah; 
d. akuntabilitas kinerja; 
e. pemantauan dan evaluasi; 
f. kearsipan; 
g. kepegawaian; dan 
h. pengaduan pelayanan publik. 

(2) Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun. 

{3) Setiap pimpinan Instansi Pu sat dan Pemerintah Daerah mencegah dan/ atau 
menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan 
Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pusat dan Pemerintah 
Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. 

Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal 40 

(1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untukmengukur kemajuan dan 
meningkatkan kualitasSPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(2) Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
SPBE secara nasional dan berkala. 

(3) Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan 
pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah 
Daerah masing-masing secara berkala. 

(4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dikoorclinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang aparatur negara. 

Pasal 41 

( 1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE. 

(2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
bagi Tim Koordinasi SPBE Nasional dan koordinator SPBE Instansi Pusat 
dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi SPBE diatur dengan 
Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
aparatur negara. 



BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 42 

OPD yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK dan tidak sesuai dengan 
Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan 
Bupati ini paling lambat 2 [dua] tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 43 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara. 

Ditetapkan di Arga Makmur 
pada tanggal 17 Juni 2022 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

ttd 

MIAN 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal 17 Juni 2022 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 

HARYADI 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 15 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu U 

Z LKARNAIN 
Pembina Uta.ma Muda (IV/ c) 
NIP. 196407051988031010 
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